Laporan Hasil

Pengawasan
Pada PA Jakarta Pusat

Jakarta, 9 s/d 11 Mei 2023

0 O\ TIM PENGAWAS
oo v//PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA



DAFTAR ISI

Halaman
KATA PENGANTAR
BAB| : PENDAHULUAN
A. Dasar Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan..................ccceeuuninen. 2
B. Tim Pembinaan dan Pengawasan............ccccceevveiieeiiiieiiieieeeeeeeeeee e, 2
C. Tujuan Pembinaan dan Pengawasan...........c..cccovvvreeecirereeecccnveessnneennns 3
D. Metodologi Pengawasan...........ccccuvvvveeiiiiiiiiieciieeiieveiaesee e e aasasssannnenes 3
E. Objek dan Ruang Lingkup Pemeriksaan.............cccccocoviuunrrnnnnnnnneenennnn. 4
F. Waktu PelaksSanaian ..q.ouamwmamimmniaininsisaaamissaimnsiiam 4
BAB Il :HASIL PEMERIKSAAN
A. Manajemen Peradilan.............cooovuviiiiiiiiiie e e 5
B. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan putusan.............c.cccccuu..... 6
C. AdmINistrasi Perkara...........ccccccovuiiiieiiiiiieei e eeseee e cear e 7
D. Administrasi UmUmM..........cc.cuviiiiiiiiiiieiiie e eeveeeeee e eeeeeeeeee e 18
E. Kinerja Pelayaman PUbliK: . ..couasmmninimcanimimssssnisitiiiiis 23
BABIll: PENUTUP
AL KESIMPUIAN. ..ottt et e e ee e s e e s sererenss s s snaeans 26
B. Rekomendashaumammsssssms i nvisssssiion g ssmieris s i 27

LAMPIRAN

A. Surat Tugas

B. Berita Acara Pemeriksaan Kas DIPA 01
C. Berita Acara Pemeriksaan Kas DIPA 04
D. Berita Acara Pemeriksaan Kas Perkara



KATA PENGANTAR

Z = :

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat
dan karuniaNya, sehingga Tim Pengawas dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat melaksanakan tugas yang
diamanatkan oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sesuai jadwal
yang ditentukan.

Shalawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad
SAW.

Laporan ini merupakan hasil pemeriksaan TIM Pengawas yang
melaksanakan tugas sesuai dengan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta Nomor : W9-A/1340/PS.04/4/2023 tanggal 28 April 2023 tentang
Penugasan Tim Pengawasan Yustisial pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Pengawasan Yustisial telah dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai
tanggal 9 sampai dengan 11 Mei 2023.

Laporan ini disampaikan kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama
Jakarta sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas oleh tim yang
ditugaskan.

Demikian laporan ini dibuat, agar bermanfaat untuk evaluasi dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari.

Jakarta, 11 Mei 2023

Ket W\

o o

Dra. N. |Munawaroh, M.H.




BAB |

PENDAHULUAN

A.Dasar Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan

1.

10.

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman;

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimaha diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, jo Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung R,

Pasal 12 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun
2009;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin
Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan
Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah agung dan Badan
Peradilan dibawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Organisasi dan
tata Kerja Kepaniteraan dan Ksekretariatan Peradilan;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman
Penanganan Pengaduan (Westleblowing system);

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor : KMA/080/SK/VI111/20086,
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga
Peradilan;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 145/KMA/SK/VI11/2007,
tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di
Lingkungan Badan Peradilan ;

Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial No.
047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/O.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan

Pedoman Perilaku Hakim;



11.

12.

13.

14.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung No.
1207/DJA/HK.00.7/SKVIIf2012 Tentang Pedoman Pemberdayaan Hakim
Tinggi Sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung;

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku | dan Buku
Il (Edisi Revisi) pada Pola Bindalmin;

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor
W  9-A/469/PS.01/1/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang tentang
Penunjukan Tim Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah Tahun 2023;

Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 9-
A/1340/PS.04/4/2023 tanggal 28 April 2023

B.Tim Pembinaan dan Pengawasan

Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 9-
A/1340/PS.04/4/2023 tanggal 28 April 2023, Tim Pengawasan dan Pembinaan

pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:

1.

D ;oA W N

Dra. N. Munawaroh, M.H. Ketua Tim
Drs. Dadang Syarif Anggota
Milhan Affani Istiglal, S.H., M.H. Sekretaris
Sri Kemala Dewi, S.H., M.H. Anggota
Adi Prasetya Wardana, S.AP. Anggota
Hadi Putra, A.Md. Anggota

C.Tujuan Pembinaan dan Pengawasan

Adapun tujuan pembinaan dan pengawasan adalah untuk menilai

ketaatan pelaksanaan terhadap ketentuan yang berlaku yaitu Tata Laksana

Pengawasan Peradilan (buku IV) dengan penekanan pada segi kualitas dan

pelayanan guna menyampaikan saran-saran perbaikan agar dimasa yang akan

datang dapat berjalan secara efektif dan efesien dan berhasil guna sesuai dengan

rencana. Terwujudnya pelayanan publik merupakan hal prima yang menjadi

bagian dari Reformasi Birokrasi (RB) yang sedang diupayakan oleh Mahkamah

Agung.

D.Metodologi Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan cara:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen;



2. Wawancara dengan pimpinan, pejabat dan petugas pelaksana yang terkait

dengan obyek pemeriksaan;
3. Melihat langsung proses pelayanan;

4. Melihat fisik sarana pengadilan;

E.Objek dan Ruang Lingkup Pengawasan

Objek dan ruang lingkup pengawasan sesuai Lampiran Il Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan,
meliputi :

1. Manajemen Peradilan;

2. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan;

3. Administrasi Perkara ;

4. Administrasi Umum;

5. Kinerja Pelayanan Publik.

Pemeriksaan lebih ditekankan pada SOP apakah telah sesuai dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hasil pemeriksaan dibuat dalam bentuk
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Pemeriksaan lapangan atau telusur lapangan dilakukan dengan cara uji
petik terhadap berkas perkara dari berbagai jenis, yaitu Cerai talak, Cerai gugat,
Kewarisan, Hibah, Ekonomi Syariah dan Perkara permohonan (volunter.

Pemeriksaan terhadap uji petik berkas meliputi : administrasi peradilan,
hukum acara, dan keuangan perkara. Juga Melakukan pemeriksaan dan
penutupan pada buku Kas keuangan, baik keuangan DIPA 01, DIPA 04 maupun
Keuangan Perkara (Uang Pihak Ketiga). Temuan-temuan hasil pemeriksaan
yang membutuhkan tindak lanjut, dituangkan dalam bentuk Lembar Temuan
Pemeriksaan (LTP), untuk mempermudah dalam monitoring. Format LTP

meliputi : kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan rekomendasi.

F. Waktu Pelaksanaan

Pemeriksaan dalam rangka pembinaan dan pengawasan di Pengadilan
Agama Jakarta Selatan dilaksanakan selama 3 hari mulai hari Selasa tanggal 09
s/d hari Kamis tanggal 11 Mei 2023.



BAB I
KONDISI PENANGANAN PERKARA
REKAPITULASI DATA PERKARA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

TAHUN 2023
- Perkara sisa tahun 2022 sebanyak 40 Perkara
- Perkara diterima s/d tanggal 8 Mei 2023 sebanyak 1074 Perkara
- Perkara diputus s/d tanggal 8 Mei 2023 sebanyak 605 Perkara
- Sisa perkara diputus s/d tanggal 8 Mei 2023 sebanyak 509 Perkara
Perkara yang dimohonkan
- Perkara Banding s/d tanggal 8 mei 2023 : 5 Perkara
- Yang sudah putus : 3 Perkara
- Sisa : 2 Perkara
- Perkara Kasasi s/d tanggal 8 mei 2023 : 3 Perkara
- Yang sudah putus : 0 Perkara
- Sisa : 3 Perkara
- Perkara PK s/d tanggal 8 mei 2023 : 2 Perkara
- Yang sudah putus : 0 Perkara
- Sisa : 2 Perkara
Perkara yang di Mediasi
- Januari s/d bulan 8 Mei 2023 : 102 Perkara
- Berhasil : 49 Perkara
- Tidak Berhasil : 41 Perkara
- Gagal . 0 Perkara
Perkara Gugatan Mandiri
- Januari s/d Mei 2023 :NIHIL (Tidak Ada)

Perkara E-court
- Januari s/d Mei 2023 : 87 Perkara



Perkara E-Court Januari s/d April 2023
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Jenis Perkara Jumlah Perkara E- Elitigasi
Court

Cerai Gugat 71 0

Cerai Talak 34 1

Gugat Waris 5 0

Harta Bersama 0 0

Ekonomi Syariah 1 0

Hadhanah 4 0

Penguasaan Anak 6 0

Itsbat Nikah 1 0

Penetapan Ahli Waris 31 1

Perwalian 2 0

Lain - lain 4 0

Asal Usul Anak 7 0

Dispensasi Nikah 0 0

Jumlah 166 2
Perkara Eksekusi
- Sisa Perkara Eksekusi Tahun 2022 sebanyak : 3 Perkara
- Perkara Eksekusi yang daftar Januari s/d Mei 2023 sebanyak : 2 Perkara
Jumlah Perkara Eksekusi : 5 Perkara
- Perkara Eksekusi yang diselesiakan tahun 2023 : 2 Perkara
- Sisa Perkara Eksekusi bulan Mei tahun 2023 : 3 Perkara



HASIL PEMERIKSAAN DI PA JAKARTA PUSAT
9 s.d. 11 MEI 2023

A. BIDANG MANAJEMEN PERADILAN

1. Kondisi :
SK PTSP Nomor W9-A1/4872/HM.00/9/2022 Tentang Penunjukan Tim
Pengelola dan Pendukung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Pada layanan Pembayaran biaya perkara/kasir petugas tidak didukung dengan

SK Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Kriteria :
Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat setiap awal tahun harus menertibkan
surat keputusan petugas kasir (pembantu kasir) pada layanan PTSP

Sebab :
Petugas tidak mempunyai kompetensi atau didukung dengan SK tersebut

Akibat :
Penempatan petugas tidak didukung dengan SK (Tupoksi)

Rekomendasi:
Dibuatkan SK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya

SOP
2. Kondisi :
SOP belum dilakukan review secara berkala (Kepaniteraan)

Kriteria :

PERSEKMA Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Monitoring dan Evaluasi SOP
PERSEKMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standart
Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamh Agung dan Badan Peradilan
yang berada dibawahnya

Sebab :
Terjadi perubahan sistem meja (meja |, meja 1)

Akibat :
Bertugas di PTSP bisa siapa saja

Rekomendasi:
Dilakukan review SOP secara berkala sesuai dengan kebijakan yang ada

(penyesuaian)



B. BIDANG ADMINISTRASI PERKARA
1. Register

Kondisi :
Data di SIPP dengan di aplikasi APS berbeda dari jumlah perkara :
a. Register Banding

b. Register Kasasi

Kriteria.
Aplikasi E-register diisi tepat waktu sesuai dengan kejadian/kegiatan yang
berkaitan dengan proses perkara yang bersangkutan

Sebab :
Ketidak sesuaian data yang disajikan

Akibat :
Selisih jumlah perkara

Rekomendasi:
Data harus disesuaikan antara jumlah perkara dan data yang disajikan

2. Register Permohonan / Gugatan
Kondisi:
Dalam SIPP data BAS belum di upload :
a. 774/Pdt.P/2022/PAJP (Putus 8 Desember 2022)

b. 775/Pdt.P/2022/PAJP (Putus 19 Desember 2022)

Kriteria :
Buku Il Edisi Revisi 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan Agama halaman 31

Sebab :
BAS belum di upload sesuai dengan tanggal sidang

Akibat :
Data di SIPP merah (blm di unggah)

Rekomendasi :
Upload sesuai dengan tundaan sidang



3. Register Surat Kuasa
Kondisi:
Data Register Surat Kuasa tidak di input

Kriteria :
Aplikasi E-register diisi tepat waktu sesuai dengan kejadian/kegiatan yang

berkaitan dengan proses perkara yang bersangkutan

Sebab :
Petugas kurang tertib dalam menginput data eksekusi di SIPP.

Akibat :
Tidak sesuai dengan pedoman yang ada

Rekomendasi:
Data eksekusi di SIPP harus di input sesuai dengan data di E-Register
(atasan langsung melakukan kontrol hasil kerja petugas secara berkala)

4. Register Mediasi

Kondisi :

Laporan hasil mediasi tidak di input (kosong)
1941/Pdt.G/2022/PAJP
1952/Pdt.G/2022/PAJP

Kriteria :
Aplikasi E-register diisi tepat waktu sesuai dengan kejadian/kegiatan yang

berkaitan dengan proses perkara yang bersangkutan

Sebab :
Petugas kurang tertib dalam menginput data eksekusi di SIPP.

Akibat :
Tidak sesuai dengan pedoman yang ada

Rekomendasi:
Data eksekusi di SIPP harus di input sesuai dengan data di E-Register

(atasan langsung melakukan kontrol hasil kerja petugas secara berkala)

C. KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Kondisi:

Website Pengadilan Agama Jakarta Pusat kurang update. Struktur
organisasi  sebagian masih  merupakan  struktur yang lama.



Sedangkan ketua dan beberapa personil seperti hakim dan pejabat
lainnya sudah ada perubahan.

Kriteria:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik mengharuskan tersedianya informasi yang diperlukan
oleh publik untuk transparansi dan akuntabilitas pelayanan demi
kepuasan masyarakat.

Sebab:

Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak cepat tanggap terhadap
perubahan yang terjadi.

Akibat:
Informasi yang disajikan melalui website tidak valid.

Rekomendasi:

Pengadilan Agama Jakarta Pusat harus meng-update websitenya,
agar informasi yang disajikan sesuai dengan kenyataan yang
sebenarnya.

Ruang Tunggu

. Kondisi:

Para pencari keadilan menunggu tidak pada ruang tunggu yang telah
disiapkan (pecari keadilan menunggu di tangga, di tempat parkir)

Kriteria:

Keputusan Dirjen Badilag Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di lingkungan peradilan Agama

Sebab:

Petugas tidak mengatur atau mengingatkan pengunjung pengadilan untuk
menunggu ditempat yang telah ditentukan.

Akibat:
Pengunjung pengadilan atau pencari keadilan tidak menunggu tidak pada

tempat yang telah disediakan

Rekomendasi:

Petugas harus lebih tegas kepada para pencari keadilan untuk menunggu
ditempat yang telah disediakan.
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Ruang Merokok (Smoking Area)

1.

Kondisi :
Para pencari keadilan tidak merokok di tempat yang telah disediakan

Kriteria:

Sebab:
Para pencari keadilan merokok disembarang tempat

Akibat:
Para pihak yang tidak merokok (perokok pasif) merasa terganggu dengan
asap rokok.

Rekomendasi:

Petugas harus lebih tegas kepada para pencari keadilan untuk merokok
ditempat yang telah disediakan .

Arsip Perkara

Kondisi :
Ruang arsip masih bercampur dengan barang-barang yang tidak
diperuntukkan untuk ruang arsip perkara

Kriteria :
Buku Il Edisi Revisi 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan Agama

Sebab :
Tidak tertata sesuai peruntukannya

Akibat :
Ruang arsip sebagai tempat barang-barang yang sudah tidak terpakai

Rekomendasi:
Petugas arsip harus lebih disiplin menata ruangan arsip perkara sesuai
peruntukannya (atasan langsung melakukan kontrol hasil kerja petugas
secara berkala)

Pelaksaan 5RIN

Kondisi
Implementasi pelaksanaan 5RIN perlu ditingkatkan

Kriteria
Keputusan Dirjen Badilag No.2081.b/DJA/OT.01.3/11/2016 Tentang APM
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(Akreditasi Penjaminan Mutu)

Sebab

Masih ditemukan sebagian tempat yang kurang bersih

Akibat

Mengurangi kenyamanan dan keindahan.

Rekomendasi

Pejabat terkait selalu melakukan kontrol dilapangan (Sekretaris).

D. BIDANG ADMINISTRASI PERSIDANGAN

1

Kondisi

1. Perkara Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.JP, perkara Nomor
1127/Pdt.G/2022/PA.JP ditemukan penulisan halaman BAS tidak cermat
tidak berurutan

2. Amar putusan nomor 6 yakni membebankan kepada Penggugat sejumlah
Rp.905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah)

Kriteria

Halaman BAS tertulis secara berurut dimulai BAS Pertama hingga akhir

dengan mencantumkan seluruh lembar yang masuk baik BAS ataupun relaas

panggilan, alat bukti tertulis dan lain-lain yang diajukan oleh para pihak dalam

persidangan Buku II Edisi Revisi halaman 41.

Sebab

1. BAS selalu dijadikan rujukan jika timbul permasalahan hukum.

2. Terjadi kesalahan penjumlahan perincian biaya perkara

Akibatnya

1. BAS diragukan keakuratannya jika halamannya tidak berurutan

2. Salah pengetikan jumlah rincian biaya perkara

Tindak Lanjut/Rekomendasi

- Harus dijadikan perhatian oleh para Ketua Majelis dan Panitera Pengganti
dalam menyusun BAS demikian juga pimpinan kantor tetap harus
mengingatkan dalam setiap kesempatan.

- Hakim dan Panitera Pengganti harus lebih teliti untuk penjumlahan
perincian biaya perkara

Kondisi

Perkara Nomor 87/Pdt.G./2023/PA.JP, seluruh halaman BAS tertulis dengan
pinsil

Kriteria

Halaman BAS sudah terketik rapi di sudut kanan bawah, kecuali lembaran
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yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, seperti alat bukti, relas,
surat kuasa, KTA dan lain sebagainya, dan BAS sudah terketik rapi sebelum
persidangan berikutnya. Buku II Edisi Revisi halaman 41.

Sebab

Halaman BAS yang hanya menggunakan pensil gampang dihapus atau
dibuang, sedang BAS adalah merupakan rujukan tempat kembali, jika terjadi
permasalahan seputar perkara terkait.

Akibatnya

BAS diragukan keakurantannya jika penomoran menggunakan pencil yang
gampang dihapus.

Tindak lanjut/Rekomendasi

Kriteria Harus dijadikan perhatian oleh para Ketua Majelis dan Panitera
Pengganti dalam menyusun BAS demikian juga pimpinan kantor tetap harus
mengingatkan dalam setiap kesempatan

4. Kondisi

Perkara Nomor 87/Pdt.G/2023/PAJP dan Perkara Nomor
1286/Pdt.G/2022/PAJP, dalam foto copy alat bukti tertulis, Majelis Hakim yang
memeriksa perkara tidak melakukan pencocokan dengan aslinya.

Kriteria

Ketua Majelis dalam memerilksa foto copy alat bukti tertulis, harus dicocokkan
dengan aslinya mesmipun hanya dengan tulisan tangan Ketua Majelis yang
menyatakan bahwa alat bukti ini telah dicocokkan dengan aslinya, dan
ternyata telah cocok, kemudian di paraf, diberi tanggal dan kemudian diberi
code alat bukti (P1 atau T1) dan lain sebagainya

Sebab

Foto copy bukti tertulis yang tidak dicocokkan dengn aslinya, tidak bernilai
sebagai bukti, nilai pembuktiannya hanya sebagai alat bukti pemulaan.

Akibatnya

Membaca berkas menjadi rumit, harus buka-buka dulu dalam pencocokkan
alat bukti, apakah foto copy tersebut ada aslinya apa tidak?

Tindak lanjut/Rekomendasi

Agar Ketua Majelis tidak lupa mencocokkan cukup dengan tulisan tangan
Ketua Majelis akan lebih akurat dan tidak harus menggunakan stempel|,
sehingga pada akhirnya tidak ada stempel pencocokan alat bukti tidak
dilakukan.

5. Kondisi

Perkara Nomor 478/Pdt.G/2022/PAJP, penomoran halaman BAS tidak
berurutan, karena ada alat bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak tidak
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termasuk halaman BAS, demikian juga relaas panggilan tidak dimasukkan
nomor halaman.

Kriteria

Buku II Edisi Revisi halaman 41.

Sebab

BAS selalu dijadikan rujukan jika timbul permasalahan hukum terkait perkara
tersebut,

Akibat

BAS diragukan keakuratannya jika halamannya tidak berurutan

Tindak Lanjut/ Rekomendasi

Harus dijadikan bahan perhatian oleh Ketua PA, dijadikan bahan pembinaan
ataupun dijadikan bahan dalam rapat koordinasi

6. Kondisi:

Nomor Perkara 190/Pdt.G/2022/PAJP, tanggal 19 Januari 2023, jenis perka
Kewarisan. Dalam amar putusan halaman 51 mengadili

1. Dalam Eksepsi

ra

3. Mengabulkan Eksepsi para Tergugat Il, Tergugat V, Tergugat VI, dan

Tergugat X sebagian

4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet

Ontvarkelijke Verklaard)

5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumiah
Rp. 4.558.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

2. Amar Putusan Nomor 3

- Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 4.558.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

3. Dalam Perincian biaya perkara
Perincian Biaya Perkara

1. Baiya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses / ATK Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 2.565.000,-
4. Penerjemah Rp. 1.758.500,-
5. Biaya PNPB Penyerahan Panggilan

Pertama Penggugat Rp. 10.000,-
6. Biaya PNBP penyerahan Panggilan

Pertama Tergugat Rp. 100.000,-
7. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
8. Biaya Meterai Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 4,558,500,-

(empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
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Penulisan biaya perkara

- Dalam amar biaya sejumlah Rp. 4.558.000,00 (empat juta lima ratus lima
puluh delapan ribu rupiah), sedangkan dalam perincian biaya perkara
tertulis huruf Rp. 4.558.500,- (empat juta lima ratus lima puluh delapan
ribu lima ratus rupiah), kesimpulannya dalam amar putusan penulisan
angka dengan huruf berbeda yakni jumlah biaya perkara lebih 500 rupiah

. Berita Acara Sidang

Pada Halaman 100

Kemudian Ketua Majelis mengingatkan bahwa agenda acara sidang adalah

untuk pembacaan Putusan Sela, namun tidak ada Putusan Sela

Kriteria :
Pasal 181 ayat (1) HIR

Sebab:
1. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti kurang teliti dalam memeriksa

rincian biaya perkara.
2. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebelum persidangan
dilaksanakan, mempersiapkan rincian biaya kepada kasir.
Akibat:
Salah pengetikan rincian biaya perkara .
Rekomendasi :
1. Dalam Eksepsi
- Mengabulkan eksepsi para Tergugat |l, Tergugat V, Tergugat VII, dan
Tergugat X sebagian
Dalam Pokok Perkara
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet
Ontvarkelijke Verklaard)
- Menghukum kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 4.558.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu

rupiah)

Dalam hukum kewarisan / kebendaan istilah yang dipakai dalam amar
tentang biaya perkara harusnya menghukum bukan membebankan

2. Seharusnya Menghukum kepada Penggugat membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 4.558.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh delapan
ribu rupiah)

3. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti harus lebih teliti dalam
memeriksa rincian biaya perkara

4. Oleh karena tidak ada Putusan Sela maka pada hari Selasa tanggal 9
Agustus 2022 yyang dibacakan adalah Putusan Akhir, bukan Putusan

Sela.

7. Kondisi:
Perkara Nomor 741/Pdt.G/2022/PAJP
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1. Dijatuhkan dengan verstek, diputus dalam proses selama 1 (satu) bulan,
namun putusan tersebut tidak disertai kaki putusan / halaman putusan
yang baku

2. Atas putusan verstek Termohon mengajukan verzet karena tidak
menerima relaas panggilan, namun dalam putusan verzet tidak ditulis
halaman yang baku

3. Dalam putusan verzet pada halaman 27 perincian biaya perkara berjumlah
Rp. 745.000,- dengan angka (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

4. Penulisan nomor halaman pada putusan bukan dengan nomor urut 1, 2, 3,
dan seterusnya
Kriteria

Buku II Edisi Revisi halaman 41.
Sebab

1. Putusan tidak terlihat jelas untuk halaman di kaki putusan

2. Halaman pada putusan tidak terlihat jelas

3. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti kurang teliti dalam memeriksa
rincian biaya perkara.

4. Halaman pada putusan tidak jelas

Akibat

1. Diragukan keakuratannya jika kaki putusan tidak ditulis dengan kaki
putusan/ halaman yang baku

2. Diragukan keakuratannya jika kaki putusan
3. Salah pengetikan rincian biaya perkara dengan angka dan huruf

4. Diragukan untuk urutan nomor pada halaman putusan
Tindak Lanjut/ Rekomendasi

1. Seharusnya halaman tidak ditulis dengan nomor urut saja tapi harus diisi
dengan kaki putusan / halaman yang baku, dijadikan bahan pembinaan
ataupun dijadikan bahan dalam rapat koordinasi

2. Seharusnya halaman tidak ditulis dengan nomor urut saja tapi harus diisi
dengan kaki putusan / halaman yang baku

3. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti harus lebuh teliti dalam penulisan
huruf ataupun angka pada perincian biaya perkara.

4. Penulisan nomor halaman pada putusan dengan redaksi yakni hal I, hal II,
halaman putusan nomor 741/Pdt.G/2022/PAJP

E. BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
1. Bagian Umum dan Keuangan
a. Dokumen pertanggungjawaban belanja

Kondisi :

Pada dokumen pertanggung jawaban belum tersusun rapi surat perintah
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bayar dengan lampiran kwitansi tidak sesuai

Lampiran surat perintah bayar nomor 0100/pb/400616/2023 bukti setoran

pajak uraian tidak sesuai
Kriteria :

PMK nomor190/pmk.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara
Sebab :

Bendahara kurang cermat dalam mengisi uraian dokumen pertanggung

jawaban
Akibat :
Tidak tertib administrasi dokumen pertanggung jawaban belanja
Rekomendasi :

Agar lebih cermat dalam mengisi uraian dokumen pertanggung jawaban

b. Biaya Perjalan Dinas
Kondisi:

Berdasarkan Surat perintah bayar dan surat tugas biaya perjalanan dinas
atas nama Nanang Nurwahyudi SH tanggal 15 maret 2 kali perjalananan
dinas, 16 maret maret 4 kali perjalanan dinas, 21 maret di bayar 3 kali
perjalanan dinas 27 maret 2 kali perjalanan dinas di Pengadilan Agama
Jakarta Pusat.

Kriteria:

PMK Nomor 113/pmk.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi

pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap
Sebab:

Panitera, Jurusita dan bendahara kurang memahami aturan tentang

perjalanan dinas
Akibat:

Terjadi kelebihan bayar .
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Rekomendasi:

Supaya di hitung kelebihan bayarnya dan di storkan ke kas negara.

c. Penunjukan Kendaraan dinas
Kondisi:

Surat penunjukan kendaraan dinas ketua pengadilan agama jakarta pusat
tidak ada .

Kriteria:

Sesuai peraturan Menteri Keuangan Nomer 87/pmk.06/2016 tentang
perubahan atas peraturan Menteri keuangan Indonesia nomer
246/pmk.06/2014 tentang tata cara pelaksanaan dan pengunaan barang

milik negara
Sebab:

Tidak di buatnya surat penunjukan kendaraan dinas ketua pengadilan agama

Jakarta pusat
Akibat:
Kendaraan dinas ketua belum ada penunjukan penggunaan kendaraan dinas
Rekomendasi:

Supaya segera di buat penunjukan kendaraan dinas ketua pengadilan

Agama Jakarta Pusat.

. Aset tetap dalam renovasi (ATR)
Kondisi :

Masih terdapat ATR yang seharusnya sudah di serahkan ke pihak
ketiga sesuai rekomendasi bpk

Kriteria :
Temuan bpk 2019 — 2021
Sebab :

Tindak lanjut temuan belum tuntas
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Akibatnya :

Pengadilan agama Jakarta pusat masih terdapat ATR dalam laporan
BMN

Rekomendasi :

Segera di selesaikan (di serahkan ATR tersebut ke Pemprov DKI
Jakarta)

. Sertifikat Tanah

Kodisi:

Sertifikat Tanah Pengadilan Agama Jakarta Pusat sudah an Pemerintah
Rl Cq Mahkamah Agung RI berdasarkan fotocofy yang ada namun
keberadaan sertifikat Aslinya belum di ketahui disimpan dimana, yang
seharusnya di simpan dan diamankan oleh pengadilan agama Jakarta
Pusat

Kriteria:

Sesuai peraturan Menteri Keuangan Nomer 87/pmk.06/2016 tentang
perubahan atas peraturan Menteri keuangan Indonesia nomer
246/pmk.06/2014 tentang tata cara pelaksanaan dan pengunaan barang
milik negara

Sebab :

Belum optimalnya monitoring, pengawasan dan pengamanan terhadap
pengelolaan Sertifikat Tanah Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Akibatnya :
Belum ditemukan Sertifikat Tanah Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Rekomendasi :

Segera ditindaklanjuti  untuk mengetahui keberadaan sertifikat tanah
dimaksud karna setifikat tanah yang asli harus ada dan di simpan pada
kantor pengadilan agama Jakarta pusat
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F. Bidang Perencanaan, IT, dan Pelaporan

1. Konten Website (Laporan BMN)
Kondisi
Laporan BMN Tahun 2022 yang diupload pada website masih
menggunakan Laporan BMN semester | tahun 2022, bukan laporan BMN
akhir tahun 2022
Kriteria
Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Nomor:4060/DJA/HM.02.3/12/2020 tanggal 3 Desember 2020 perihal
Pemberlakuan Sistem Integrasi Penilaian Website Peradilan Agama.
Berdasarkan surat tersebut dinyatakan bahwa Pengadilan Agama waijib
mendukung pengoptimalisasian penilaian website melalui aplikasi
SIMTALAK (Sistem Informasi Manajemen Ketatalaksanaan) dengan
lengkap dan memperbarui konten pada website masing-masing.
Sebab
Petugas belum melakukan update dokumen laporan BMN tahun 2022 pada
konten website.
Akibat
Masyarakat pengguna layanan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak
mendapatkan layanan informasi yang aktual dan transparan.
Rekomendasi
Kepada petugas pengelola website untuk dapat memperbarui laporan BMN

terbaru ke dalam Website.

2. Konten Website (Perjanjian Kinerja Individu)

Kondisi

Dokumen perjanjian kinerja individu tahun 2023 belum diupload pada
website.

Kriteria

Surat  Direktur  Jenderal Badan Peradilan Agama  Nomor:
4060/DJA/HM.02.3/12/2020 tanggal 3 Desember 2020 perihal
PemberlakuanSistem Integrasi Penilaian Website Peradilan Agama.
Berdasarkan surat tersebut dinyatakan bahwa Pengadilan Agama waijib

mendukung pengoptimalisasian penilaian website melalui aplikasi
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SIMTALAK (Sistem Informasi Manajemen Ketatalaksanaan) dengan
melengkap dan memperbarui konten pada website masing-masing.

Sebab

Petugas belum melakukan update dokumen perjanjian kinerja individu tahun
2023 pada konten website.

Akibat

Masyarakat pengguna layanan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak
mendapatkan layanan informasi yang aktual dan transparan.

Rekomendasi

Kepada petugas pengelola website untuk dapat memperbarui perjanjian

kinerja individu terbaru ke dalam Website.

F. Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

1. Kelengkapan dokumen disiplin pegawai

Kondisi

Ada beberapa pegawai yang tidak melakukan absen pulang di SIKEP,

namun belum ada kelengkapan dokumen izin keluar kantor atau dokumen

pendukung lainnya.

Kriteria

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016. Penegakan Disiplin
Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada
di Bawahnya.

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor;
368/KMA/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022, tentang Pedoman
Presensi Online Untuk Hakim Dan Aparatur Sipil Negara Pada
Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
Melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian

Sebab

Pegawai lupa atau tidak melakukan presensi pulang pada applikasi SIKEP,

serta tidak melampirkan dokumen pendukung jika izin pulang awal, keluar

kantor, ataupun keperluan lainnya.

Akibat

Tidak tersedianya dokumen pendukung atas kekosongan absen pulang
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pada applikasi SIKEP.

Rekomendasi

Kepada seluruh pegawai yang pulang awal atau izin keluar kantor, sehingga
pegawai tersebut tidak dapat absen pulang di lokasi kantor waijib
memintakan izin kepada atasan yang dibuat pada form izin keluar kantor.
Selanjutnya kepada operator absensi komdanas agar menginput pegawai
yang tidak absen pulang kedalam applikasi KOMDANAS sesuai dengan izin

pegawai yang bersangkutan.

. Titik Lokasi Absen Datang dan Pulang Pegawai pada SIKEP

Kondisi

Terdapat pegawai yang melakukan absen datang maupun pulang kantor
tidak sesuai dengan titik koordinat kantor Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
Kriteria

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor;
368/KMA/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022, tentang Pedoman
Presensi Online Untuk Hakim Dan Aparatur Sipil Negara Pada Mahkamah
Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Melalui Aplikasi
Sistem Informasi Kepegawaian

Sebab

Pegawai tidak melakukan absen online SIKEP pada saat datang dan pulang
di lingkungan kantor Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Akibat

Titik koordinat absensi datang ataupun pulang tidak berada pada kantor
Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Rekomendasi

Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Nomor: 368/KMA/SK/XI1/2022 bahwa Hakim dan ASN yang melakukan
Presensi tidak sesuai dengan lokasi satuan kerja dan/atau Jam Kerja yang
telah ditentukan, maka dianggap terlambat atau pulang cepat pada Hari
Kerja tersebut.

. Format Surat Keputusan (SK)

SK yang diterbitkan dan telah ditandatangani pimpinan PA Jakarta Pusat
masih terdapat perbedaan dalam hal penulisan tata naskah, serta beberapa
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SK masih mengacu pada aturan lama dan belum diperbaharui.

Kriteria :

Tata naskah Surat Keputusan seharusnya mengacu pada PERANRI NO. 5
Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas.

Sebab :

Dalam membuat Naskah Dinas kurang memperhatikan Peraturan Tentang
Pembuatan SK.

Akibat :

Surat Keputusan yang diterbitkan masih ada perbedaan dalam tata
naskahnya, serta aturan-aturan dalam konsideran masih terdapat aturan

yang lama.

Rekomendasi :
Agar lebih memperhatikan peraturan tentang Tata Naskah Surat Dinas,
pada Pembuatan SK. Serta selalu meninjau kembali peraturan yang

dimasukan ke konsideran surat keputusan.

. Pembuatan Form Cuti Sakit

Kondisi :

Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit melampirkan surat keterangan
dokter ke bagian kepegawaian, namun pengelola kepegawaian belum
membuat form cuti sakit dan memintakan tandatangan yang bersangkutan
ke atasan dan ketua PA.

Kriteria :

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Cuti Bagi Hakim Dan Aparatur Di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Sebab :

Pegawai yang bersangkutan dan bagian kepegawaian belum menerapkan
pembuatan form cuti sakit ketika masuk kerja setelah sakit.

Akibat :

Belum dijalankannya mekanisme cuti sakit pada Surat Edaran Sekretaris
Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2019, serta sisa cuti sakit kurang dapat
dipantau oleh pegawai yang bersangkutan, atasan dan juga pimpinan jika
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form cuti sakit tidak dibuat.

Rekomendasi :

Kepada pegawai yang telah menyerahkan surat dokter agar dibuatkan form
cuti sakit sesuai Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 13
Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Cuti Bagi Hakim Dan Aparatur Di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

. Redaksional Surat Tugas

Kondisi :

Pada surat tugas nomor W9-A1/1831/HK.02/111/2023 terdapat tulisan tangan
mengenai hari dan tanggal surat tugas, serta tidak kesesuaian dalam nomor
DIPA dan tanggal DIPA yang digunakan dalam surat tugas.

Kriteria :

Tata naskah surat tugas mengacu pada PERANRI Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas serta tidak ada tulisan tangan
di dalam surat tugas.

Sebab :

Dalam membuat surat tugas kurang memperhatikan tata naskah pembuatan
surat tugas serta kurang teliti dalam menuliskan nomor DIPA dan tahun
DIPA.

Akibat :

Surat tugas yang dibuat tidak sesuai dengan tata naskah, serta adanya
kesalahan tahun DIPA yang menjadi dasar pencairan anggaran DIPA pada
surat tugas tersebut.

Rekomendasi :

Pembuat surat tugas agar tidak lagi menulis tangan, serta lebih teliti dalam
mencantumkan nomor dan tahun DIPA dalam membuat surat tugas.
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BAB Il
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pemeriksa
sebagaimana telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
administrasi kepaniteraan dan administrasi yustisial/ teknis pada Pengadilan
Agama Jakarta Pusat telah berjalan namun masih ditemukan permasalahan-
permasalahan yang terulang seperti yang dilakukan oleh kegiatan pengawasan
baik regulair dan monitoring yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Pengadilan
Tinggi Agama Jakarta, hal- hal yang perlu ditindaklanjuti dan disempurnakan
antara lain :

1. Pengelolaan administrasi kepaniteraan/ perkara berpedoman dengan Pola
Bindalmin, Buku Il tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah, sedangkan
administrasi persidangan agar dilaksanakan dan dikerjakan dengan ketelitian
dan kehati-hatian, peran atasan langsung untuk selalu melakukan monitoring
dan evaluasi terhadap tugas-tugas pelaksana khususnya bidang kepaniteraan.

2. Pemahaman Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Agama, terus
ditingkatkan oleh segenap aparatur khususnya dalam memberikan layanan

hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

B. REKOMENDASI
Berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan Tim Pengawasan Yustisial
dapat direkomendasikan :
1. Agar catatan-catatan oleh TIM Pengawas yang dituangkan di dalam kontrak

kinerja ditindaklanjuti sesuai dengan waktu yang ditentukan.

2. Agar diskusi-diskusi hukum selalu dilakukan berkesinambungan untuk
membahas permasalahan-permasalahan yang sering timbul baik teknis

maupun administrasi persidangan.

3.Pimpinan agar selalu melakukan evaluasi dan monitoring terhadap tugas
pokok dan fungsi pengadilan.
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C. Penutup
Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas tugas yang
diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, semoga bermanfaat
sebagai bahan evaluasi dan untuk peningkatan kinerja dalam melayani

masyarakat pencari keadilan.

Jakarta, 11 Mei 2023
Tim Pembina dan Pengawasan

Dra. N. Munawaroh, M.H. Ketua Tim

Drs. Dadang Syarif Anggota

Milhan Affani Istiglal, S.H., M.H. Sekretaris
Sri Kemala Dewi, S.H., M.H. Anggota
Adi Prasetya Wardana, S.AP. Anggota
Hadi Putra, A.Md. Anggota
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